PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR: S ~ D\K/2m4

TENTANG

PENDIRIAN 11 (SEBELAS) UNIT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGER!
DAN 6 (ENAM) UNIT SEKCLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI

Menimbang

Mlengingat

DI KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN

.bahwa untuk mewujudkan program pendidikan perlu

didukung sarana dan prasarana pendidikan termasuk
infrastrukturnya guna memberi kesempatan belajar kepada
masyarakat,

.bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraun

pendidikan perlu menetapkan tahun pendirian Sekolakh
Menengah Pertama (SMF) Negeri dan Sckolah Menengah

mejuruan (SMK) Negeri di Kabuputen;

>. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimak:,

pada huraf a dan huruf b diatas, perle menctapka:
keputusann Bupati Asahan tentang Penetapan Tebun
Pendirian 11 (sebelas) unit Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri dan 6 (enam) unit Sekolah Menengah Kepuruar
(SMK) Negeri di Kabupaten Asahan

. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Gtonom Kabupaten ~ Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)

.
7

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indone«iz




e ST S R S R RS e TP

3.Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2004  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2007 Nomor %52, Tambahan Lembaran Negara chublik
{ndonesia Nomor 4737) .

5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajew (Lembaran Neproa Republik Indonesia Tahun 2008
Nemmor G0, Tambahan tembaran Negara Republic fndunesis
Nomor 48¢3);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ientang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahun Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864},

7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahar
Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5109)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tetang Pengelolaan duu
Penyelenggaraan Pendidikan,

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/200:
tentang Pedoman Pendirian Sekolah; .

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesi:
Nomor 41 Tzhun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuas
Pendidikan Dasar Dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesi

Namar 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaa




11.Peraturan Laeran KRADUPALEIL ASdilall INULLUL U Lalul avvs
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daeral
Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahar
Tahun 2008 Nomor 6), Sebagaimana Telah diubah dengar
Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahar
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakeri:
Dinas-Dinad Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomo

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7).

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menetapkan Tahun Peadirian 1l (sebelas) unit  Sckola
Menengah Pertama (SMP) Negeri dan 6 (enam) unit Sekola
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Asahar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagia
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . Segala bilaya operasional  bagi  kelangsungan = prose
pembelajaran  sekolah dimaksud pada Diktum KESAT
ditanggulangi oleh APBD Kabupaten Asahan dan atau sumb
lainnya vang tidak mengikat sesuai peraturan perundange
yang berlaku.

3 KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggol ditetapkan
Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal
 BUPATI ASAHAN,
F %
TAUFAN GAMA SIMATUPANG
Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
5. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan

4 Ketua DPRD Kabupaten Asahan di Kisaran

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan di Kisaran

6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Asahan di Kisaran

7 Camat se - Kabupaten Asahan di Tempat
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